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BUPATI ASMAT 

PROVINSI PAPUA SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASMAT 

TAHUN ANGGARAN 2024  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI ASMAT, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Asmat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat 

Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 

 

3. Undang-Undang ……./2 
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3. Undang-Undang    Nomor   26   Tahun   2002    tentang    

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4245); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 

 

 

8. Undang-Undang ……./3 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 

 

13. Peraturan ……./4 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

 

 

 

18. Peraturan ……./5 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6731); 

 

24. Peraturan ……./6 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 

31. Peraturan ……./7 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2023 Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 

2); 

                                                           

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ASMAT 

dan 

BUPATI ASMAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, berupa 

Laporan Keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan ........../8 



- 8 - 
 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf a, Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: 

a. Pendapatan ....................................................  Rp 1.776.422.554.387,40 

b. Belanja dan Transfer .....................................  Rp 1.834.662.703.846,61 

Surplus/(Defisit) ............................................  Rp  (58.240.149.459,21) 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan ..........................  Rp    246.003.596.206,51 

2. Pengeluaran Pembiayaan .........................  Rp     0,00 

Pembiayaan Netto ..........................................  Rp      246.003.596.206,51 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan ..........................................  Rp      187.763.446.747,30 

 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut : 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 

14.569.705.503,40 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pendapatan setelah 

Perubahan .............................................  Rp  1.761.852.848.884,00 

b. Realisasi .................................................  Rp  1.776.422.554.387,40 

Selisih Lebih...........................................  Rp 14.569.705.503,40 

 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 

173.193.741.243,39 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan .....  Rp  2.007.856.445.090,00 

b. Realisasi .................................................  Rp  1.834.662.703.846,61 

Selisih Kurang ........................................  Rp 173.193.741.243,39 

 

 

3. Selisih ………./9 
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3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 

187.763.446.746,79 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Defisit setelah perubahan.......................  Rp   246.003.596.206,00 

b. Realisasi .................................................  Rp   58.240.149.459,21 

Selisih Kurang ........................................  Rp 187.763.446.746,79 

 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 

0,51 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan .................................  Rp   246.003.596.206,00 

b. Realisasi .................................................  Rp 246.003.596.206,51 

Selisih Lebih...........................................  Rp 0,51 

 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 

0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan .................................  Rp   0,00 

b. Realisasi .................................................  Rp 0,00 

Selisih nihil ............................................  Rp 0,00 

 

6. Selisih anggaran denganmrealisasi pengeluaran pembiayaan netto 

sejumlah Rp 0,51 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan .................................  Rp 246.003.596.206,00 

b. Realisasi .................................................  Rp 246.003.596.206,51 

Selisih nihil ............................................  Rp 0,51 

 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal ..........................  Rp 216.003.596.206,51 

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ...  Rp 187.763.446.747,30 

c. Saldo Anggaran Lebih Akhir.........................  Rp 187.763.446.747,30 

 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, 

per 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari : 

a. Jumlah pendapatan-LO ...............................  Rp  1.547.671.585.655,99 

b. Jumlah .........../10 
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b. Jumlah Beban .............................................  Rp  1.462.095.819.843,39 

c. Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan 

Operasional .................................................  Rp 85.575.765.812,60 

d. Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional .................................................  Rp (6.033.423.856,85) 

e. Pos Luar Biasa .............................................  Rp (4.473.382.480,00) 

f. Surplus/Defisit-LO ......................................  Rp 75.068.959.475,75 

 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf d, per 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari: 

a. Ekuitas Awal ................................................  Rp  2.966.631.977.199,32 

b. Surplus/Defisit-LO ......................................  Rp   75.068.959.475,75 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 

Kesalahan Mendasar....................................  Rp (11.702.030.880,73) 

d. Ekuitas Akhir ..............................................  Rp  3.029.998.905.794,34 

 

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 

Desember Tahun 2024 terdiri dari : 

a. Jumlah Aset ................................................  Rp  3.074.736.805.048,54 

b. Jumlah Kewajiban .......................................  Rp   44.737.899.254,20 

c. Jumlah Ekuitas ...........................................  Rp  3.029.998.905.794,34 

 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per 

31 Desember Tahun 2024 terdiri dari: 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024 .............  Rp 216.056.274.299,51 

b. Saldo Kas Dibendahara Pengeluaran 1 Januari 

2024 ............................................................  Rp   (230.251.004,00) 

c. Saldo Kas Lainnya 1 Januari 2024 ..............  Rp     (81.545.994,00) 

d. Saldo kas Awal BUD, JKN, dan BOS  

per 1 Januari Tahun 2024 ...........................  Rp 215.056.274.299,51 

e. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi .........  Rp   282.780.436.610,52 

f. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi .......  Rp   (311.020.586.069,73) 

g. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan ...  Rp 0,00 

h. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris ....  Rp             305.745.184,00 

 

i. Saldo ........../11 
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i. Saldo kas akhir BUD, JKN, dan BOS  

per 31 Desember Tahun 2024 ......................  Rp       187.810.073.026,30 

j. Saldo Kas Dibendahara Penerimaan 

31 Desember 2024 .......................................  Rp      3.710.000,00 

k. Saldo Kas Dibendahara Pengeluaran 

31 Desember 2024 .......................................  Rp             211.817.136,00 

l. Saldo Kas Lainnya 31 Desember 2024 .........  Rp    57.213.453,00 

m. Saldo Kas Akhir 31 Desember 2024 .............  Rp       188.082.813.615,30 

 

Pasal 9 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf g, per 31 Desember Tahun 2024 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok 

dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisai, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok 

dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan  

  Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI ........../12 
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Ditetapkan di Agats 

pada tanggal 11 Agustus 2025 

 

BUPATI ASMAT, 

ttd 

THOMAS EPPE SAFANPO 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  

  Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan  

  Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai  

  Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; 

t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik  

  Daerah/Perusahaan Daerah; 

u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan  

  Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 11 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

adalah ikthisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Asmat. 
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Diundangkan di Agats 

pada tanggal 11 Agustus 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT, 

ttd 

ABSALOM AMIYARAM 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

ISMAIL, S.H. 

PEMBINA 

NIP. 19781209 201104 1 001 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 

2025 NOMOR 2 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA 

SELATAN NOMOR: 02-03/2025 
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